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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Dusun 3 PT LTS ADE, RT 001,
RW 002, Kepenghuluan. Sri Kayangan, Kecamatan
Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, FANDI SATRIA,
S.H.,, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang
berkantor di Fandi Satria & Partners (FS&P) Law Firm
beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang,
Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih,
Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Kodepos 28983, E-mail.
satriafandi966ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Ujung Tanjung Nomor 532/SK/9/2021, tanggal 1
September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian
Lepas, beralamat di Dusun 3 PT LTS ADE, RT 001, RW
002, Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung
Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
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Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor
620/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 1 September 2021, telah mengajukan gugatan
cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 07 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
424/25/1X/2012, tertanggal 08 September 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
di Dusun Simpang Pujud, RT, 002, RW, 002, Kep. Bahtera Makmur, Kec.
Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3
(tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kebon
PT LTS ADE di Dusun 3 PT LTS ADE, RT, 001, RW, 002, Kep. Sri
Kayangan, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama
lebih kurang 3 (dua) tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah
kebon PT LTS ADE dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan
Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah
tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul);

5. Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua

orang anak;
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a. Airlangga Saragi Bin Halomoan Saragih, lahir pada tanggal 02
Desember 2013;

b. Agil Firas Saragih Bin Halomoan Saragih, lahir pada tanggal 12
Desember 2018;

6. Bahwa keaadan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September 2013 antara
Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada
akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat antara lain adalah :

a. Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir batin Penggugat
dan Nafkah anak dari tahun 2018 sampai sekarang;

b. Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat dikarenakan hal
sepele;

c. Tergagat suka berjudi, suka minuman keras, dan mengkonsumsi
NARKOBA jenis Sabu-sabu yang sulit untuk disembuhkan;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak
pernah melakukan hubungan suami istri semenjak terhitung Tanggal 4
Agustus 2018 sampai sekarang;

9. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada
pendirian ingin bercerai;

10. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat
dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, akan membawa
kemudaratan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan
talak satu bain sughra terhadap Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab
Bidayatul Mujtahid Jus Il halaman 86 yang artinya, “Pemerintah (Hakim)
dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madlarat, apabila

sudah terang tidak dapat dirukunkan kembali.”;
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11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang
menerangkan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan antara
suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Serta
alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mengajukan
Gugatan Cerai;

12. Bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan tempat kediaman
berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, dalam perkara ini Pengadilan Agama Ujung
Tanjung yang berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan
perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat. Maka Penggugat
mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka

dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan

Agama Ujung Tanjung berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya

menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

2.  Menyatakan Perkawinan yang tercatat pada tanggal 07 September 2012,
Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/25/1X/2012, tertanggal 08
September 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya;

3.  Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan
hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
didampingi kuasa hukumnya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat
gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pengugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/25/1X/2012, tertanggal 08
September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:
1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah Ayah Kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami
Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di
Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
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- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, hamun sejak setahun usia
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering
muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi
nafkah Penggugat, selain itu Tergugat juga suka berjudi dan
mengonsusmi narkotika jensi shabu-shabu;

- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk
rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah tetangga Penggugat, dan Tergugat adalah suami
Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di
Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun usia
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering
muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi
nafkah Penggugat, selain itu Tergugat juga suka berjudi dan
mengonsusmi narkotika jensi shabu-shabu;

- Bahwa sejak sekitar tiga tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal;
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- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk

rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan
Tergugat dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan dikuatkan
dengan bukti P, Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah
dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai
gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena
perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing, karena
merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya
Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
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persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka putusan
atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan
Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi
yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
juncto Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan
perkara ini Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat
mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan
dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka
Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan
mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun
oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada
Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah
perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai
dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
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Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat
diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan
Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta
autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi
penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5
Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh
Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat
dapat diterima dan dibenarkan karena telah memenuhi syarat sebagai saksi
berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 yang berbunyi “Gugatan tersebut dalam ayat (1) gugatan dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan
dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan
oleh Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan
oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh
karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang
Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis
Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai
batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya

di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan

Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07
September 2012 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau;

2.  Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah
tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
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3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sabh;

2.  Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken
home);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat
dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan
Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan
Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan
penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling
mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan
Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam

surat al-Rum ayat 21:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada
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yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fighiyah

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:
Sl e e didadi 255

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih
manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah
tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali
persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali
bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi
Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh
Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal
ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan
Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di

muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di
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muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat,
maka Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba’in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILLI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal
22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443
Hijriyah, oleh kami Surya Darma Panjaitan, S.H.l., M.H., sebagai Ketua
Majelis, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.l.,, dan Rizal Sidig Amin, S.Sy.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi
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Cendra, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Adam Wahid Pangaiji, Lc., M.S.1. Surya Darma Panjaitan, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota

Rizal Sidig Amin, S.Sy.

Panitera

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Rp680.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
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